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BUPATI MUARA ENIM
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Menimbang,

Menpingat

Periutungan, Teriib Fenggunesn Jalsn

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : f| TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

T

b2

DALAM KOTA MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa dengan semakin memngkatnya perkembangan dan pertumbuhan
talu lintes dan Anpkutan Jalan dalam Kota Muara Enim Kabupaten
WMuara Enim perlu adanya Pengawasan can Pengedahan vany terpadu
dan terkoordinasi dalam upaya memingkatkan disiplin seria Fungsi
earana dan Prasarana lalo lintas,

hahwa berdasarkan Perimbangan tersebut dratas perly menelapkan
Kawasan Tertib Laly Lintas vang ditetapkan dengan Kepulusan Bupau
Muara Enim.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1939 wenang Pembentukan Daerah
Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera Selatan | Lembaran Megara Tahun
1950 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 )

Undang-undang Nomor |3 Tahun [930 tentang Jalan { Lembaran
Nepara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Momor
3186 b,

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1592 teniang Lalu lintas dan
Anpkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Womor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3480

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentanyg Pemerintahan Dagrah
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomer 6U, Tambahan [.embaran
Negara Nomor 3839 §;

 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Anghulan Jalan
{Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 54 Tambahan l.embaran MNegars
MWomor 3527 )

Peraluran Pemenntah Nomeor 42 Tahun 1993 wnlang Pemerksaan
K endaraan Bermotor di Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Ieapos
&0, ‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 % T



Menetapkan
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tentang Prasarana den Ealo
! mpys fofem | Lembersn Negmre Tahmem 1995 63, Tambtshen Lembaran
Mg Mosew 1310 |

Pemnrsn Pemenniah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Peagemudi | Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negarm Nomor 3530 );

Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi | Lembaran MNepara Tahun 2000
Momaor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ),

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomaor 16 Tahen 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Emm ( Lembaran Daerah
Tahun 1993 Nomor 26 )

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN
TERTIB LALU LINTAS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kepuotusan ini yang dimaksud dengan ;
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Babupaten adzlah Kabupaten Muara Enim.

Pemerimah adalah Pemeritah Kabupaten Muara Enm,

Bupati adalab Bupati Muara Enim.

Kawasan adalah [Daerah tertenie vang antara bahagian-bahagiannya

terdapat hubungan tertentu,

Terith Lalu lintas adalah sitwasi perperakan penpouna jalan dan
pemanfaatan jalan vang teraiur menurul aluran yang ada,

Kawasan Terub Lalu bintas adalah penggalan jalan dan limgkungan
disekitarnya, vang telah ditentukan sebagal tempat pergerakan dan
pemanfaatan jalan vany leratur sesum dengan Peraturan Perundang-
undangan lalu lintas vang berlaku.

BAB I
KAWASAN TERTIB LALE LINTAS

Pasal 2

Talan Jendral Ahmad Yans dan Samping Tiga Terminal Bus Muara
Emim sampal dengan Jembatan Emm 1 sepanjang 1200 Meter,

Jalan Sullan Mahmud Badaruddin 1T dan Jembatan Enim 1l sampai
perbatasan Kabupaten Lahat sepanjang 2.200 Meter.,



Paxal 3

LI melagsanaien Ketentuan pasal 2 diadakan mase Sosiliasasi selama

30 (b= poluh) han kepada pemakan jalan terhitung sejak berlakunya

Kepotusan mi

FPasal 4

Selama masa sosihes: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim,
Rasal Lantas Polres Muara Enim dan Kepsla Kantor Satuan Polisi
Pamongpraja dan Linmas mengadakan penertiban terhadap pengguna
‘pemakarn jalan,

BAB 111
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan Kawasan terib  lalu  lintas  dilaksanakan oleh  Dinas
Perhubungan bersama-sama dengan instansi terkait lmnnya.

Pasal &

Dinas Perhubungan bersama Kasal Lantas Polres Muaea Enim wayib
melengkap sarana dan prassrana falu lintas vang dibutuhkan pada
kawasan Terlib Lalu Lintas.

Pasal 7

Dinas Perhubungan bersama-sama instansi terkait lainova mengadakan
Sostalisasi dan penertiban secara terus menurus terhadap kendaraan
bermator, kendaraan idak bermotor, pejalan kaki, pedagang kaki lima serts
pengguna jalan lainnya sesual dengan ketentuan dan perundang-undanpan
vany berlaku.

Paxal §

Kawasan tertth lalu himas dapat ditentukan pada ruas jalan penggalan jalan
lainnya setelah memperhatikan pertimbangan saran-saran dari Tim vang
ditugaskan pada Kawasan Terub Laiu lintas.,

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

segala baava yang timbul sebapai skibat diterbitkannyva Keputusan i
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belama Dacrah Kabupaten
Musra Enum.

BARY
KETENTUAN PENUTLP

Pusal 10

Dengan berlakunva Keputusan im maka Keputusan Bupati Kepala Dasmahb
Tingkat 1T Muara Enim Nomor 06 Tahun 1995 angegal 2 Mei 1995 12otang
Kawasan Tertib Lalu Lintas dinvatakan tidak berleku



Pasal 11
keeputusan ini mulai berlaku pada tanggal daundangkan
Agar  setiap  orang  mengetahwinya,  memenntahkan  Pengundangan

Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enrm.

[ntetapkan di MUTARA ENIM
Pada Tanggal : 20 MET 2083
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AHMAD SOFIAN EFFENDIE

Dhondangkan di Muara Emm
Pada Tangeal 20 MET 2003
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR 2 S00T E. o



